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Analisis Evaluasi
KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Buku Analisis Evaluasi Kebijakan Publik di Daerah hadir sebagai referensi
penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun aparatur pemerintah
daerah yang ingin memahami secara mendalam proses evaluasi kebijakan
publik. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan,
karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana tujuan kebijakan tercapai,
hambatan yang dihadapi, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Buku ini menguraikan konsep dasar evaluasi kebijakan, metode yang dapat
digunakan, hingga praktik implementasinya di lingkungan pemerintah daerah.
Pembahasan mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik,
serta pengukuran efektivitas program pembangunan daerah. Selain itu, buku ini
juga menyoroti tantangan yang sering muncul, seperti keterbatasan data,
kapasitas kelembagaan, dan faktor politik yang memengaruhi hasil evaluasi.

Dengan pendekatan analitis, buku ini mengajak pembaca memahami
bagaimana evaluasi bukan hanya alat untuk menilai keberhasilan, tetapi juga
sarana memperbaiki kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Disajikan dengan contoh-contoh konkret, buku ini diharapkan
mampu menjadi pedoman praktis sekaligus kontribusi akademik dalam upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efekitif, efisien, dan
berkeadilan.
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PRAKATA

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan nikmat dan karunianya dalam hidup kita yang tak
terhingga. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada
Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan
kepada kita semua. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT
penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan judul, Evaluasi
Kebijakan Publik di Daerah.

Penyusunan buku ini dilakukan dengan kajian teoritis, yuridis
dan empiris. Kajian teoritis dilakukan dengan memilih konsep-
konsep colaborative governance, pemberdayaan dan pengembangan
sumber daya manusia. Kajian yuridis dilakukan dengan mendasarkan
cara berfikir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada
terutama pada undang-undang tentang desa yang lebih menguatkan
kebijakan anggaran ke desa. Kajian empiris yaitu dengan studi
lapangan berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi sebagai
kepala organisasi perangkat daerah selama berpuluh tahun.

Buku ini disusun dalam rangka memberikan wawasan teoritis,
yuridis dan empiris dalam menyusun Kkebijakan peningkatan
kapasitas masyarakat dan desa seiring dengan kebijakan pengaturan
tentang desa yang ditandai dengan menguatnya kewenangan lokal
skala desa dan meningkatnya kebijakan anggaran ke desa. Selain itu
buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan literatur utama untuk
mendukung program studi administrasi publik dengan peminatan
administrasi pemerintahan desa. Kajian administrasi pemerintahan
desa menjadi peminatan baru seiring dengan kebijakan pemerintah
menetapkan undang-undang tentang desa yang sudah berjalan
selama kurang lebih satu dasawarsa.

Buku ini menguraikan konsep-konsep yaitu collaborative
governance, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,




pengembangan sumber daya manusia, ruang belajar masyarakat.
Selain itu menguraikan upaya kolaborasi dalam peningkatan
kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa yaitu evaluasi kegiatan
pelatihan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, workshop
evaluasi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa,
regulasi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa,
identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat, identifikasi kebutuhan
pelatihan pemerintahan desa, pendirian lembaga peningkatan
kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa atas kerja sama antar
desa, pendirian lembaga peningkatan masyarakat dan pemerintahan
desa atas kerja sama antar desa dan antar daerah dan aktor kolaborasi
peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa.

Selain untuk keperluan literatur peminatan administrasi
pemerintahan daerah, buku ini layak juga dibaca oleh para
penyelenggara pemerintahan desa, pembina pemerintahan desa dan
pihak-pihak yang mempunyai kepedulian dalam memajukan desa.
Penyusuan buku ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang
mendukung secara moril dan materil yaitu pemerintah daerah,
kampus, keluarga (istri anak-anak) dan pihak lain yang tidak saya
sebutkan satu persatu.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dan
dengan segala kerendahan hati saya bersedia menerima segala
masukan baik saran dan kritik yang dapat meningkatkan motivasi
saya untuk membuat karya yang lebih baik lagi dikemudian hari.
Dan semoga buku ini dapat diterima oleh semua pihak terutama
pihak yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan desa dan
penentu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rangkasbitung, September 2025

Penulis,
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